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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Perencanaan manajemen lingkungan hidup Industri Roti Mr. Bread PT. 

Indomarco Prismatama sudah tersusun. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahap konstruksi 

sampai tahap operasional yang sudah dibuat menjadi pedoman bagi perusahaan 

dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

6.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dalam pelaksanaan 

perencanaan manajemen lingkungan yang sudah disusun adalah :  

a. Regulasi hukum yang digunakan sebagai acuan perencanaan manajemen 

lingkungan hidup selalu diperiksa dan diperbaharui masa berlakunya. 

b. Partisipasi dan komunikasi dari pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat 

diperlukan agar manajemen lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat komitmen dan pelaporan 

tertulis terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan manajemen lingkungan 

hidup yang telah dilakukan.  
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